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Abstrak 

Pembaruan nikah (tajdid an-nikah) adalah mengulangi pelaksanaan akad nikah dengan pernikahan 

yang sudah sah menurut syara’ yang kemudian dengan maksud berhati-hati sehingga dilaksanakan 

akad nikah kembali. Salah satu masyarakat yang melakukan pembaruan nikah yakni masyarakat 

Semambung Wonoayu Sidoarjo. Dan dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat 

melaksanakan tajdid an-nikah. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab 

terjadinya pembaruan nikah di  Semambung Sidoarjo dan bagaimana hukum implementasi pembaruan 

nikah yang terjadi di Semambung  Sidoarjo perspektif hukum islam undang-undang 1974. Jenis 

penelitian ini adalah (field research ) penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis.  Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan 

berfikir induktif. Berdasarkan hasil dari penelitian maka implementasi pembaruan nikah yang terjadi 

di Semambung Wonoayu Sidoarjo merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai 

jalan untuk memperkuat hubungan rumah tangga dan menciptakan keharmonisan rumah tangga 

tersebut, sehingga tajdid an-nikah yang ditinjau dalam prespektif hukum islam dan hukum positif 

adalah boleh dilakukan. Dengan alasan bahwa tajdid an-nikah tersebut bertujuan untuk 

memperbaharui akad bukan untuk membuat atau memulai akad yang baru. Akibat hukumnya adalah 

akad pernikahan yang pertama tidak rusak karena tajdid akad iti tidak memfasakh akad yang pertama  

melainkan hanya memperbaharui akad saja. Pembaruan nikah tersebut dilakukan sebagai bentuk 

(ikhtiyath) dan tidak bertentangan dengan hukum islam dan undang-undang 1974 sehingga islam tidak 

melarang adanya pembaruan nikah tersebut. 

Kata kunci : Tajdid, Pembaruan, Nikah. 
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PENDAHULUAN  

 Pernikahan merupakan sunnatulloh yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik 

pada manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah 

Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. 

Setiap manusia sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai 

hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah 

sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah ini terus melekat dalam diri 

manusia sehingga perkawinan dan keluarga pun tidak melunturkannya. ( Kemenag RI 2017 : 59) 

 Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan sebagai sebuah ikatan antara dua anak manusia 

yang memiliki tujuan mulia : menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman (sakinah), dan 

kasih sayang (mawaddah dan rahmah) bagi seluruh anggota keluarga, sebagaimana Firman Allah 

surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :  

ْ يْ ا ْْوَهِيْ      يْ ْلكَُنْ ْخَلقََْْاىَْ ْتهِ  ً فسُِكُنْ ْهِّ وَاجًاْاَ كٌُىُ ْ ْازَ  ةًْْبيَ ٌكَُنْ ْوَجَعَلَْْالِيَ هاَْالِّتسَ  ىَدَّ وَةًْْهَّ رَح  مْ ْتْ يْ لَْ ْلكَِْذْ ْفيِْ ْاىَِّْۗ ْْوَّ ىَْْلِّقىَ  رُو  ١٢ْ–ْيَّتفَكََّ
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“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan (suami istri) 

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum/21) ( Kemenag RI 2017 : 59) 

 Dan sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan dalam hadistnya yang artinya 

: “Nikah itu sunnahku, maka barang siapa tidak mengikuti sunnahku maka bukan termasuk 

golonganku”. Hadits tersebut menetapkan kepada seluruh umat muslim di dunia agar lebih 

memperhatikan syariat yang telah diajarkan oleh Rosululloh tentang pernikahan yang memiliki nilai 

filosofis. ( Kemenag RI 2017 : 4) 

 Setiap perbuatan seorang muslim, termasuk perkawinan, selalu mengandung aspek ibadah jika 

dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan, dan aspek muamalah kerena bersinggungan 

dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat, maupun bagi warga negara. Tujuan pernikahan 

menurut agama Islam yaitu untuk melaksanakan sunnah Rosul dan menyempurnaka agama dalam 

rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. ( Kemenag RI 2017 : 4) 

 Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan: 

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu.  

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan wajib diiringi dengan pencatatan 

perkawinan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. jika kedua ayat dalam Pasal 2 UU 

1/1974 dihubungkan yang satu dengan yg lain, maka bisa dianggap bahwa pencatatan perkawinan 

merupakan bagian integral yang ikut menentukan sahnya suatu perkawinan, selain mengikuti 

ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya 

itu. 

 Sementara menurut pendapat yang lain pencatatan perkawinan tidak merupakan syarat sahnya 

perkawinan, akan tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sah tidaknya 

perkawinan dilakukan berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melaksanakan 

pernikahan. Kegiatan pencatatan perkawinan bukan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. 

Pencatatan bersifat administratif, yang menegaskan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan 

terjadi. Dengan adanya pencatatan tersebut perkawinan menjadi jelas, baik untuk yang bersangkutan 

ataupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak 

ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu juga dengan semua akibat yang muncul 

dari perkawinan yang tidak dicatat itu. (Aprizal Husni 2021 : 4) 

 Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada 

para pihak yang melakukan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti bahwa telah terjadinya 

perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa saja di hadapan 

hukum. Namun sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilakukan 

para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan. (Muhammad Hilmi 

Fauzi 2018 : 539) 

 Fenomena dalam pernikahan yang terjadi dalam umat Islam begitu banyak dan beragam, 

seperti kasus perceraian, poligami, kasus KDRT bahkan yang lebih uniknya lagi seperti kasus 

pembaruan pernikahan/nganyari nikah/bangun nikah yang disebut juga dengan istilah Tajdid an-nikah. 

Munculnya keinginan untuk melakukan Tajdid an-nikah salah satunya adalah disebabkan oleh 

kekhawatiran yang dirasakan oleh sepasang suami isteri kalau-kalau ada terucap kata-kata talak 

walaupun secara hakikat belum tentu juga jatuh talak, sehingga hal ini telah menjadi alternatif 

masyarakat desa Semambung kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo sebagai cara agar lebih berhati-

hati.  

 Permasalahan pembaruan nikah ini bisa ditemui dalam beberapa keluarga yang memiliki 

problem rumit. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesiapan dari kedua pihak sehingga ketika 

menghadapi suatu masalah mereka rentan menggunakan emosi. Keadaan emosi yang meluap-luap 

akan berakibat buruk seperti perbincangan antara suami istri yang tidak pantas akan terucap jadi 

terucap dikarenakan emosi. Permasalahan seperti ini yang mendasari hubungan pernikahan menjadi 

renggang. Setelah terjadi permasalahan tersebut salah satu dari mereka ingin memperbaiki hubungan 

pernikahannya dan mereka berdua menyetujui. Maka akan dilakukan pembaruan nikah yang akan 
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dihadiri penghulu yang akan memimpin pernikahan dan disaksikan oleh salah satu dari keluarga 

mereka ataupun keluarga dari keduanya.  

 Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan 

berupa skripsi. Dengan judul “Implementasi Pembaruan Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam 

dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Study Kasus Desa Semambung 

Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)”. 

 

METODE  

Peineiliitiian iinii meirupakan peineiliitiian lapangan (fiieild reiseiarch), yaiitu peineiliitiian yang meincarii 

data seicara langsung kei daeirah yang meinjadii objeik peineiliitiian agar meingeitahuii iinformasii yang leibiih 

jeilas dan valiid. Diimana pada hal iinii lokasii peineiliitiian yang diilakukan dii Deisa Seimambung Keicamatan 

Wonoayu Kabupatein Siidoarjo. 

Ada beberapa tahap yang dilakukan dengan menyusun program penyuluhan agar kegiatan 

yang akan dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terarah.  

1. Pertemuan pertama. Pertemuan pertama Obseirvasii meirupakan peingamatan langsung teirkaiit objeik 

yang diiteiliitii. Seipeirtii meingamatii peilaksanaan peimbaruan niikah oleih masyarakat Deisa Seimambung 

Keicamatan Wonoayu Kabupatein Siidoarjo, seirta hal-hal yang beirhubungan deingan peimbaruan 

niikah. 

2. Pertemuan Kedua . Pertemuan kedua Tiipei wawancara yang diigunakan meirupakan wawancara 

teirarah deingan meinggunakan daftar peirtanyaan yang diimaksudkan untuk meimpeiroleih iinformasii 

data yang akurat dan tiidak meinyiimpang darii pokok peirmasalahan yang peinuliis teiliitii. Dengan 

mewawancarai beberapa warga wonoayu yang melakukan pembaruan nikah. 

3. Pertemuan Ketiga . Meitodei iinii diigunakan untuk meinghiimpun dan meimpeiroleih data, dengan 

mengumpulkan tulisan dan dokumentasi yang beirhubungan deingan gambaran umum lokasii 

peineiliitiian yaiitu dii Deisa Seimambung Keicamatan Wonoayu Kabupatein Siidoarjo. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Faktor penyebab terjadinya prembaruan nikah di Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. 

Sidoarjo 

Peirniikahan diitunjukkan untuk meiwujudkan keiteinangan hiidup, meinumbuhkan rasa ciinta dan 

kasiih sayang antara suamii dan iistrii, anak-anak beiseirta keiluarga dan juga untuk meilanjutkan keiturunan 

seisuaii deingan syariiat yang ada.  

a. Faktor Beirpiisah (Bukan kareina beirceiraii). Masyarakat Deisa Seimambung Keicamatan Wonoayu 

Kabupatein Siidoarjo meilakukan peimbaruan niikah salah satunya adalah kareina meireika teilah 

beirpiisah. Namun beirpiisah diisiinii bukanlah seibuah peirceiraiian, akan teitapii kareina sang iistrii yang 

meirajuk dan pulang keirumah orang tuanya diikareinakan adanya suatu peirmasalahan. Dan keitiika 

sang suamiinya teilah meingakuii seimua keisalahan yang teilah diipeirbuatnya, maka meireika 

meimutuskan untuk meilakukan tajdii an-niikah  guna untuk meimpeirbaiikii hubungan meireika agar 

leibiih harmoniis dan leibiih baiik lagii untuk keideipannya. 

b. Faktor Peinolak Balak. Pasangan suamii iistrii yang meilakukan peimbaruan niikah  diikareinakan 

seibagaii peinolak balak juga meinjadii salah satu faktor yang meimpeingaruhii teirjadiinya tajdiid an-

niikah dii Deisa Seimambung Keicamatan Wonoayu Kabupatein Siidoarjo. Kareina pada saat tanggal 

peirniikahan meireika dahulu meinurut peirhiitungan jawa, bukanlah harii yang baiik untuk 

diilangsungkannya peirniikahan. Dan mnurut orang jaman dahulu jiika teitap diilangsungkannya 

peirniikahan maka akan ada musiibah yang meilanda rumah tangga teirseibut. Maka pasangan iinii pun 

meimutuskan untuk meilakukan tajdii an-niikah  agar rumah tangganya jauh darii balak dan musiibah.  

c. Faktor Peirteingkaran. Seilanjutnya ada juga pasangan suamii iistrii yang meilangsungkan 

peirniikahannya lantaran faktor peirteingkaran. Diiseibabkan kareina peirteingkaran yang meimbuat 

meileidaknya eimosii pasangan suamii iistrii teirseibut seihiingga teirdapat kata-kata kasar yang tiidak 

beirkeinan diihatii. Maka meireika meimutuskan untuk meilaksanakan tajdiid an-niikah  seibagaii wujud 

keihatii-hatiian apabiila teirdapat kata-kata yang dapat meinyakiitii hatii dan meireika juga meimpeircayaii 

jiika tajdiid an-niikah juga dapat meimpeirlancar datangnya riizkii. 

d. Faktor Adat. Faktor adat iinii juga meirupakan faktor yang meimpeingaruhii teirjadiinya peimbaruan 

niikah Deisa Seimambung Keicamatan Wonoayu Kabupatein Siidoarjo. Apabiila umur peirniikahan 
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diirasa sudah lama, maka diianjurkan untuk meilakukan tajdiid an-niikah, agar ciinta, kasiih sayang, dan 

keiharmoniisan dalam rumah tangga teitap teirjaga.  

Beirdasarkan hasiil darii wawancara yang diipeiroleih bahwa hampiir seitiiap pasangan suamii iistrii 

meilakukan tradiisii tajdiid an-niikah iinii diikareinakan rumah tangga yang seibeilumnya kurang harmoniis 

dan iingiin meingeimbaliikan keiteintraman rumah tangga seipeirtii pada awal peirniikahan.  

Darii beibeirapa faktor yang meimpeingaruhii teirjadiinya tajdiid an-niikah yang teirjadii dii Deisa Seimambung 

Keicamatan Wonoayu Kabupatein Siidoarjo teirseibut, maka tiidak ada hal yang meinyiimpang yang 

beirteintangan deingan hal-hal yang diilarang dalam ajaran agama iislam. Diiantara seibab-seibab teirseibut, 

maka tajdiid an-niikah  diianjurkan agar diilakukan untuk meimpeirbaiikii hubungan rumah tangga meireika 

supaya keihiidupan rumah tangga yang meireika jalanii akan leibiih baiik lagii nantiinya. 

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang tahun 1974 Tentang Implementasi Pembaruan 

Nikah di Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo 

Meinurut Kompiilasii Hukum Iislam pasal 2 meinyeibutkan peirkawiinan yaiitu akad yang sangat 

kuat atau miisaqon untuk meintaatii peiriintah Allah dan meilaksanakannya meirupakan iibadah.  

Seipeirtii yang teilah diikeitahuii bahwa para ulama dalam meincarii sumbeir hukum seilalu 

beirpeigang teiguh pada sumbeir hukum iislam yaknii, Al-Qur’an dan Sunnah seirta maqasiid asy-syariiah 

diimana salah satu sumbeir hukum yang diigunakan adalah adat atau urf. Seicara umum hukum iislam 

meineiriima adat keibiiasaan yang beirlaku dii masyarakat seilama tiidak meinyalahii norma-norma dan 

syarii’at. Keigiiatan ngeinyarii niikah yang teirjadii dii deisa Seimambung Wonoayu Siidoarjo  iinii meirupakan 

suatu piiliihan bagii pasangan suamii iistrii untuk meimpeirbaharuii   peirniikahannya. Peineirapan adat iistiiadat 

iinii tiidak  leipas darii manfaat dan mudharat yang diitiimbulkan. Deingan deimiikiian peirtiimbangan 

maslahah tiidak dapat diitiinggalkan dalam meiliihat suatu peirmasalahan. Maslahah meirupakan seisuatu 

yang tiidak diisyariiatkan oleih syar’ii dan tiidak adanya daliil yang meinunjukkan atas peinolakannya. 

Dalam meinggunakan maslahah ada beibeirapa syarat yang harus diipeinuhii supaya peirbeidaan antara 

maslahah dan dorongan hawa nafsu biisa diibeidakan. Syarat teirseibut yaknii : 

1.) Maslahah haqiiqii bukan dugaan seimata dan beirtujuan agar peimbeintukan hukum maslahah teirseibut 

biisa diireialiisasiikan seihiingga meindatangkan manfaat. 

2.) Maslahah beirsiifat umum 

3.) Maslahah yang tiidak beirteintangan deingan priinsiip hukum yang diiteitapkan oleih nash dan iijma’. 

(Novan Sultonii Latiif 2008 : 64). 

Jiika diiliihat darii maslahah yang diitiimbulkan deingan meilaksanakan tradiisii iinii, maka peineiliitii 

meineimukan bahwa tradiisii tajdiid an-niikah / bangun niikah / ngeinyarii niikah  iinii tiidak beirteintangan 

deingan syarii’at deingan kata laiin adat /urf  iinii teirmasuk urf shahiih kareina tradiisii iinii tiidak beirteintangan 

deingan nash dan beirlaku meinjadii peidoman dalam masyarakat yang beirsiifat umum.    

مَْْال وَقاسِدِْْدَف عُْ  ال وَصَالحِْجَل بِْْعَلىَْهُقدََّ

Artiinya : “meinolak mudharat atau bahaya leibiih diidahulukan darii meingambiil manfaat”.  (Novan 

Sultonii Latiif  2008 : 64) 

Jadii peineirapan peimbaruan niikah dalam pandangan ulama hukum iislam iinii adalah 

diipeirboleihkan. Peimbaruan niikah teirseibut yaknii seibagaii beintuk keihatii-hatiian untuk meinghiilangii rasa 

was-was dan meinjadii peinguat untuk peirniikahannya yang peirtama. 

Peimbaruan niikah dalam hukum posiitiif tiidak diiatur seicara jeilas. Akan teitapii, diijeilaskan seicara 

teirsiirat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 teintang peirkawiinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 teintang peirkawiinan diijeilaskan, peirkawiinan adalah sah apabiila 

diilakukan meinurut hukum masiing-masiing agamannya dan keipeircayaannya. Keimudiian pada ayat (2) 

diijeilaskan, tiiap-tiiap peirkawiinan diicatat meinurut peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku. Darii 

peinjeilasan teirseibut, dapat diisiimpulkan bahwa seibeinarnya peimbaruan niikah iitu tiidak peirlu diilakukan 

apabiila sudah sah meinurut hukum. 

Hasiil darii peinjeilasan diiatas, maka peineiliitii dapat meingambiil keisiimpulan bahwa, peilaksanaan 

peimbaruan niikah (tajdiid an-niikah) yang teirjadii dii  deisa Seimambung keic. Wonoayu Kab. Siidoarjo 

yang diitiinjau dalam preispeiktiif  Hukum Iislam maupun Undang-Undang tahun 1974 adalah sah. 

Deingan adanya syarat peimbaruan niikah yang diilaksanakan teirseibut beirtujuan untuk meinguatkan 

peirniikahan yang peirtama. 
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SIMPULAN  

Dari Hasil Penelitian yang berhasil di kumpulkan maka dapat disimpulkan bahwa :  Faktor 

peinyeibab teirjadiinya tajdiid an-niikah dii Deisa Seimambung diiantaranya yaknii diikareinakan faktor 

beirpiisah, faktor peinolak balak, faktor peirteingkaran dan faktor adat. Hampiir seitiiap pasangan suamii 

iistrii meilakukan tradiisii tajdiid an-niikah iinii diikareinakan rumah tangga yang seibeilumnya kurang 

harmoniis dan iingiin meingeimbaliikan keiteintraman rumah tangga seipeirtii pada awal peirniikahan. Darii 

beibeirapa faktor yang meimpeingaruhii teirjadiinya tajdiid an-niikah yang teirjadii dii Deisa Seimambung 

Keicamatan Wonoayu Kabupatein Siidoarjo teirseibut, maka tiidak ada hal yang meinyiimpang yang 

beirteintangan deingan hal-hal yang diilarang dalam ajaran agama iislam. Masyarakat dii Deisa 

Seimambung sudah lama meilakukan tradiisii tajdiid an-niikah, akan teitapii meireika tiidak meingeitahuii 

kapan dan siiapa orang yang peirtama kalii meilaksanakan tradiisii teirseibut 

Iimpleimeintasii peimbaruan niikah dii Ds. Seimambung Keic. Wonoayu Kab. Siidoarjo  adalah 

boleih diilakukan. Deingan alasan bahwa tajdiid an-niikah teirseibut beirtujuan untuk meimpeirbaharuii akad 

dan bukan untuk meimbuat akad yang baru. Akiibat hukumnya akad peirniikahan yang peirtama tiidak 

rusak kareina tajdiid akad hanya untuk meimpeirbaruii akad, bukan untuk meimfasakh akad yang peirtama. 

Keigiiatan tajdiid an-niikah teirseibut diilakukan seibagaii beintuk iikhtiiyath (keihatii-hatiian). Peimbaruan 

niikah iinii tiidak beirteintangan deingan hukum iislam, seihiingga iislam tiidak meilarang adanya keigiiatan 

teirseibut. Seidangkan tajdiid an-niikah meinurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaknii  tiidaklah  

peirlu  meilakukan  peirniikahan 2 kalii. Darii peinjeilasan diiatas dapat diisiimpulkan bahwa peimbaruan 

niikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diipeirboleihkan., kareina tiidak ada undang-undang 

yang meilarang teintang peingulangan niikah. Tajdiid an-niikah yang teirjadii dii Ds. Seimambung Keic. 

Wonoayu Kab. Siidoarjo  sudah meinjadii adat keibiiasaan yang diilakukan oleih masyarakat teirseibut, 

seihiingga Undang-Undang pun meingeimbaliikan hukum teirseibut keipada masyarakat. Seilama keibiiasaan 

iitu beirdampak baiik dan tiidak beirteintangan deingan peiratuan Undang-Undang yang beirlaku, maka 

keigiiatan peimbaruan niikah teirseibut adalah boleih. 
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